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PERATURAN DAE RAH KOTA BALIKPAPAN 

NOMOR 1 TAHUN 2012  

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAE RAH KOTA BALIKPAPAN 
NOMOR 13 TAHUN 2010  TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang

Mengingat

a. bahw a terdapat beberapa ke ten tuan  Peraturan  D aerah kota 
Balikpapan Nomor 13 tah u n  2010 tentang Pajak Bumi dan 
B angunan Perdesaan dan Perkotaan yang h a m s  disem pum akan 
serta tarif Pajak Bumi dan B angunan Perdesaan dan Perkotaan 
dalam  Pasal 6 bila diterapkan akan  m enim bulkan kenaikan yang 
cukup besar pada jum lah  ketetapan S urat Pem beritahuan Pajak 
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
dibandingkan dengan tah u n  sebelum nya, Kenaikan ketetapan 
pajak  ini akan m enjadi beban yang m em beratkan m asyarakat 
Wajib Pajak;

b. bahw a berdasarkan  pertim bangan tersebut pada  h u ru f a, perlu 
ditetapkan Peraturan  Daerah tentang Perubahan a tas  Peraturan  
D aerah Kota Balikpapan Nomor 13 tah u n  2010 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pem bentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia 
U rusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 156, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312) sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569);
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5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ten tang  Penagihan Pajak 
dengan S urat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaim ana telah d iubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun 2000 Nomor 129, Tam bahan Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang  Pem eriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jaw ab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 66, Tam bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan 
D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 
125, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
U ndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua a tas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan 
D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang  Perim bangan 
Keuangan an ta ra  Pem erintah Pusat dan  Pem erintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Perm usyaw aratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2011 ten tang  Pem bentukan 
Peraturan  Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan  Pem erintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara 
Pem eriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tam bahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3339);

2



16. Peraturan Pem erintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan S urat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, 
Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

17. Peraturan Pem erintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara 
Lelang dalam  rangka Penagihan Pajak dengan S urat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

18. Peraturan Pem erintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang N egara/D aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tam bahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4488);

19. Peraturan Pem erintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

20. Peraturan Pem erintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
U rusan Pem erintah an an ta ra  Pemerintah, Pem erintah an  Daerah 
Provinsi dan Pem erintahan Daerah K abupaten/K ota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pem erintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pem anfaatan Insentif Pem ungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3161);

22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pem erintah Kota 
Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D 
Nomor 02 Tanggal 26 April 2000);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN 

MEMUTUSKAN:

M enetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN AT AS PERATURAN
DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 13 TAHUN 2010  TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
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Pasal I

Beberapa K etentuan dalam  Peraturan  D aerah Kota Balikpapan Nomor 
13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan  B angunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13 
Seri B tanggal 23 Desember 2010, Tam bahan Lembaran D aerah Kota 
Balikpapan Nomor 10), diubah sebagai berikut:
1. K etentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Bumi dan B angunan Perdesaan dan Perkotaan 
ditetapkan sebagai berikut:

a. U ntuk NJOP sam pai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol kom a satu  persen).

b. U ntuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
ditetapkan sebesar 0,2% (nol kom a d u a  persen).

2. K etentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) diubah dan 
ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 9

(1) U ntuk pendataan  Pajak Bumi dan B angunan Perdesaan dan 
Perkotaan subjek pajak wajib m endaftarkan objek pajaknya 
dengan m enggunakan SPOP.

(2) SPOP sebagaim ana dim aksud pada  ayat (1) h aru s  diisi dengan 
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan  disam paikan 
kepada Walikota selam bat-lam batnya 30 (tiga puluh) hari keija  
setelah tanggal diterim anya SPOP oleh Subjek Pajak.

(3) Pelaksanaan dan ta ta  cara pendataan  dan pendaftaran objek 
pajak sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dan ayat (2) d ia tu r 
lebih lan ju t dengan Peraturan Walikota.

3. K etentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 
sebagai berikut:

(1) Pem ungutan pajak dilarang diborongkan.

(2) W alikota m enetapkan Pajak teru tang  dengan m enerbitkan SPPT 
atau  SKPD.

(3) SKPD sebagaim ana dim aksud pada  ayat (2) dikeluarkan 
apabila:

a. SPOP tidak disam paikan dalam jangka waktu sebagaim ana 
dim aksud pada Pasal 9 dan setelah ditegur secara tertu lis 
tidak disam paikan pada w aktunya sebagaim ana d iten tukan 
dalam  S urat Teguran;

b. Berdasarkan hasil pem eriksaan a tau  keterangan lain 
tem yata  jum lah  pajak yang teru tang  (seharusnya) lebih 
besar dari jum lah  pajak yang dihitung berdasarkan  SPOP 
yang disam paikan oleh Wajib Pajak.
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(4) Bentuk, isi, ta ta  cara  penerbitan  dan penyam paian SPPT dan 
SKPD ditetapkan dengan Peraturan  Walikota.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:

Pasal 11

(1) Tahun Pajak adalah jangka  w aktu 1 (satu) tah u n  kalender.

(2) Tempat pajak yang teru tang  adalah di wilayah daerah yang 
meliputi objek pajak.

5. K etentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) W alikota a tau  Pejabat yang d itunjuk  m enentukan tanggal ja tu h  
tempo pem bayaran dan penyetoran pajak yang teru tang  dalam  
SKPD paling lam a 30 (tiga puluh) hari keija  setelah saat 
terutangnya pajak, dan paling lam a 6 (enam) bulan sejak 
tanggal diterim anya SPPT oleh Wajib Pajak.

(2) SPPT, SKPD, STPD, S urat K eputusan Pem betulan, S urat
K eputusan K eberatan dan  Putusan  Banding, yang
m enyebabkan jum lah  pajak yang h a m s dibayar bertam bah 
m erupakan dasar pem bayaran pajak dan  h a m s  dilunasi dalam 
jangka waktu paling lam a 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan.

(3) Pem bayaran pajak h a ru s  dilakukan sekaligus dan lunas 
dengan m enggunakan SSPD di Kas D aerah melalui 
Bendaharaw an K husus Penerima a tau  di tem pat lain yang 
d itunjuk  Walikota dan  dicatat pada Buku Penerim aan.

(4) Apabila pem bayaran pajak dilakukan di tem pat lain yang 
ditunjuk, hasil penerim aan pajak  h a m s disetor ke Kas Daerah 
paling lam a 1x24 jam  (satu kali dua pu luh  empat) jam  atau  
dalam  w aktu yang d iten tukan oleh Walikota a tau  Pejabat.

(5) K etentuan lebih lan ju t m engenai ta ta  cara  pem bayaran, 
penyetoran dan tem pat pem bayaran diatur dengan Peraturan  
Walikota.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas perm ohonan Wajib 
Pajak setelah m em enuhi persyaratan  yang diten tukan, dapat 
m em berikan persetu juan  u n tu k  m engangsur pem bayaran pajak 
yang tern tang dalam k u ru n  w aktu tertentu.
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(2) Angsuran pem bayaran pajak yang teru tang  sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1) h aru s  dilakukan secara te ra tu r dan 
bertu ru t-tu ru t.

(3) W alikota a tau  Pejabat a tas  perm ohonan Wajib Pajak setelah 
m em enuhi persyaratan  yang ditentukan, dapat m em berikan 
persetu juan  u n tu k  m enunda pem bayaran pajak yang teru tang  
sam pai b a tas  w aktu yang ditentukan.

(4) K etentuan lebih lan ju t mengenai ta ta  cara pengajuan 
perm ohonan, persyaratan  dan pem bayaran angsuran  serta  
penundaan  pem bayaran pajak, d iatur dengan Peraturan  
Walikota.

7. Ketentuan Pasal 27  ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal
27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat m engajukan keberatan hanya kepada 
Walikota a tau  pejabat yang ditunjuk atas:
a. SPPT;
b. SKPD;

(2) Keberatan h a ru s  diajukan secara tertulis dalam  B ahasa 
Indonesia dengan disertai alasan- alasan  yang je las dan bukti 
pendukung dalam jangka w aktu 3 (tiga) bulan  sejak tanggal 
SPPT dan  SKPD diterim a Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak 
dapat m enunjukkan bahw a jangka w aktu tersebut tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya.

(3) Dalam hal Wajib Pajak m engajukan keberatan a ta s  ketetapan  
pajak secara jabatan , Wajib pajak h a ru s  dapat m em buktikan 
ketidakbenaran ketetapan pajak dim aksud.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah m em bayar 
paling sedikit sejum lah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak m em nuhi persyaratan sebagaim ana 
dim aksud pada  ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan  ayat (4) tidak 
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak 
dipertim bangkan.

(6) Tanda Penerim aan Surat Keberatan yang diberikan oleh 
Walikota a tau  Pejabat yang ditunjuk atau  tan d a  pengirim an 
Surat K eberatan melalui Surat Pos tercatat sebagai tan d a  bukti 
penerim aan S urat Keberatan.

(7) Pengajuan Keberatan tidak m enunda kewajiban m em bayar 
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(8) Apabila dim inta oleh Wajib Pajak u n tu k  keperluan pengajuan 
keberatan, Walikota a tau  Pejabat wajib m em berikan keterangan 
secara tertulis, hal-hal yang menjadi dasar penghitungan 
pengenaan pajak, pemotongan a tau  pem ungutan pajak.
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8. Judul BAB XVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI 

PEMERIKSAAN

9. K etentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pem eriksaan sebagaim ana dim aksud dal am Pasal 36 ayat (1), 
adalah dal am rangka m em eriksa data  n il objek pajak di lapangan 
dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

10. K etentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (4) diubah, 
sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Hasil pem eriksaan sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 37 
dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

(2) Terhadap tem uan dalam pem eriksaan yang tidak  a tau  tidak 
seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pem bahasan  
akhir hasil pem eriksaan.

(3) Hasil pem bahasan akhir hasil pem eriksaan sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (2), d ibuatkan Berita Acara yang 
ditandatangani oleh petugas pem eriksa dan Wajib Pajak yang 
bersangkutan.

(4) B erdasarkan Berita Acara sebagaim ana dim aksud pada  ayat (3) 
dan Laporan Hasil Pem eriksaan sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (1), dapat diterbitkan SKPD.

11. Ketentuan Pasal 4 3  ayat (1) huruf a diubah, seh ingga Pasal 43  
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak dalam
hal:

a. SPPT dan SKPD sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 10 
yang tidak a tau  kurang dibayar setelah m elam paui jangka 
w aktu sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 13 ayat (1) 
dikenakan sanksi adm inistrasi 2% (dua persen) sebulan dan 
ditagih melalui STPD;

b. Pem bayaran pajak yang terutang dengan angsuran  dan 
penundaan  pem bayaran sebagaim ana dim aksud dalam  
Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

c. Diterbitkan STPD sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 15 
ayat (1) h u ru f a, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan u n tu k  paling lam a 15 (lima belas) 
bulan sejak saa t terutangnya pajak;
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d. Pengajuan Keberatan ditolak atau  d ikabulkan sebagian 
sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 28 ayat (2), dikenakan 
sanksi berupa denda sebesar 50% (lima pu luh  persen) dari 
jum lah  pajak berdasarkan  K eputusan K eberatan dikurangi 
dengan pajak  yang telah dibayar sebelum  pengajuan 
keberatan;

e. Perm ohonan banding ditolak a tau  dikabulkan sebagian 
sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 29 ayat (1), dikenakan 
sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari 
jum lah  pajak berdasarkan  Pu tusan  Banding dikurangi 
pem bayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan 
keberatan;

(2) Sanksi denda sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f d, 
tidak dikenakan jika Wajib Pajak m engajukan perm ohonan 
banding.

12. K etentuan Penjelasan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 7

Nilai ju a l u n tu k  bangunan  sebelum diterapkan tarif pajak 
dikurangi terlebih dahulu  dengan Nilai J u a l Tidak Kena Pajak 
sebesar Rp. 10.000.000,00 (sep u lu h ju ta  rupiah).

Contoh:

a. U ntuk Wajib Pajak yang NJOP nya s /d  Rp. 1.000.000.000,00

Wajib Pajak A m em punyai objek pajak berupa:
Tanah seluas 800 m2 dengan h a rg a ju a l Rp 300 .000 ,00 /m 2; 
Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai ju a l Rp 350 .000 ,00 /m 2; 
Tam an seluas 200 m2 dengan nilai ju a l Rp 50 .000 ,00 /m 2; 
Pagar sepaniang 120 m dan tinggi ra ta -ra ta  pagar 1,5 m dengan 
nilai ju a l Rp 175.000,0 0 /m 2.

B esam ya pokok pajak  yang teru tang  adalah sebagai berikut:
1. NJOP Bumi: 800 x Rp 300.000,00 = Rp 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan

a. Rumah dan garasi
400 x Rp 350.000,00 = Rp 140.000.000,00

b. Taman

3.
4.
5.

= Rp 10.000.000,00

= Rp 31.500.000.00 + 
=Rp 421.500.000,00 
=Rp 10.000.000,00 
=Rp 411.500.000,00 

Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan D aerah 0,1%
PBB terutang: 0,1% x Rp 411.500.000,00 = Rp 4 1 1 .5 0 0 ,0 0

200 x Rp 50.000,00 
c. Pagar

(120 x 1,5) x Rp 175.000,00 
Total Nilai Ju a l Objek Pajak 
NJOP Tidak Kena Pajak 
NJOP U ntuk Perhitungan PBB
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b. U ntuk Wajib Pajakyang NJOP-nya d iatas Rp. 1.000.000.000,00

Wajib Pajak B mem punyai objek pajak berupa:
Tanah seluas 2000 m2 dengan harga ju a l Rp 400 .000 ,00 /m 2; 
B angunan seluas 800 m2 dengan nilai ju a l Rp 350 .000 ,00 /m 2; 
Taman seluas 400 m2 dengan nilai ju a l Rp 50 .000 ,00 /m 2; 
Pagar sepanjang 200 m dan tinggi ra ta -ra ta  pagar 1,5 m dengan 
nilai ju a l Rp. 175.000,0 0 /m 2.

Besarnya pokok pajak yang teru tang  adalah sebagai berikut:
1. NJOP Bumi: 2000 x Rp 400.000,00
2. NJOP Bangunan

= Rp 800.000.000,00

a. Rum ah dan garasi
800 x Rp 350.000,00 = Rp 280.000.000,00

b. Tam an
400 x Rp 50.000,00 = Rp 20.000.000,00

c. Pagar
(200 x 1,5) x Rp 175.000,00 = Rp_ 52.500.000.00 +

Total Nilai Ju a l Objek pajak =Rp 1.152.500.000,00
NJOP Tidak Kena Pajak =Rp 10.000.000,00

3. Nilai Ju a l Objek Pajak Kena Pajak =Rp. 1.142.500.000,00
4. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan  D aerah 0,2%
5. PBB terutang: 0,2% x R pl. 142.500.000,00 =Rp. 2 .2 8 5 .0 0 0 ,0 0

13. K etentuan penjelasan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut:

Pasal 11

Yang dim aksud dengan 1 (satu) tah u n  kalender adalah 
jum lah  hari dalam tah u n  yang bersangkutan, yaitu dari 
tanggal 1 Jan u a ri sam pai dengan 31 Desember.

Pasal II

Peraturan D aerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, m em erintahkan pengundangan 
Peraturan D aerah ini dengan penem patannya dalam  Lembaran Daerah 
Kota Balikpapan.

D itetapkan di Balikpapan 
pada tanggal 31 Januari 2012 

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI
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f

Diundangkan di Balikpapan 
pada tanggal 1 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FAD LI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan 

Kepi ”

10


